
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (ternbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

Mengingat 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 
1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008, perlu Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008; 

Menimbang 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan N~potisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nothor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang NQmor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (ternbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Repi.Jbllk Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Petatl.lran ~erundang - undanqan (tembaran Negara Republik 
tndone!la tahun 2004 NbtnOr 53, Tambahan Lembaran Negara 
~epubllk Indonesia Nomor 4j89); 

9. Undang-uhij~ng Nomor 15 . Tahun 2004 tentang Pertieriksaan 
Perigelola~~ dan TanggungjJwab K~uang~n Neg~ra (Lembaran 
Negara _ R~~ublik lndonesla tahuh 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik lndonesla Nomor 4400); 

10. Unda~~-qhdang Nomor 25 Ta~~h 1.004 tentang S1stetn Perentanaan 
Pe~bahgdhan Nasional (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 . kio~tir 104, Tarnbahan tembaran Negara Repliblik Indonesia 
Nothdr 4411); 

11. Undang-V~dan~ J,!omor 32 TahltJ;n 2004 tentang Pem~lintahan Daerah 
(Lemb~tah Neg~ra Republik thdonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tamb~haH L~thbaran Negar~ Republik Indone~ia . Tahun 4437) 
sebagalrHa,ha .t¢1~h diubah dend~n Undang .- Unda.ng_ ~omor 8 Tahun 
2005 tentaHg J)enetapan PeratUran Pemenntah ~entjganti Undang - 
Undan~ Ndrilor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan tJHdang - Undang 
Nomot jj tahun 2004 tentang Pemerintahan baerah menjadi 
Undanq - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
4548); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemetlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
l<eua~gan Pimpinan dan An~gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
tamb~han Lembaran Negar-a Republlk Indonesia Nomor 4712); 

17. Petaturan Pemerintah Nomor 23 Tahun . 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan tavansn Umum (Lembaran Negara Repubjik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemoaran Najera 
lt~publlk Indonesia Nomor 4502); 

18. ~~taturan P~merintah Nomot 24 Tahun. 2005, t¢ntc1ng. Standar 
At<Uhtat1si Pijrnetirltahan (Lt:!mtiatcirl Negate ·Republik 1hddhesia tahun 
iOOS N~rnor- 49, 'ramoanan Lembat~h Negara Republik Indonesia 
Nottior 4503); . . . . 

19. Pe~aturcih Petherintah Nomor 54 taht.in 2005 tehtahg ~injaman 
peerah (Lembaran Negara Reputillk Indonesia tahlm 2005 Nornor 
136t tambaha~ Lembaran N~ara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Per~t~tah ~ertterintah Norrlbr 55 . +ahun 2005 tentang Dana 
Periri,bangan (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomot 137, tambahan tembaran Negara Republik. Ihdonesia Nomor 
4575); 

jL Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005. tentanq Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara ~ijpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nominal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4585); 
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Rp. 291.685.529.000,00 
Rp. 65.000.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 127.180.000,00 
Rp 37.895.331.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 21.855.100.000,00 
Rp. 4.000.000.000,00 

Rp.355.628.140.000,00 

Rp. 576.004.241.000,00 

Rp. 47.342.347.000,00 
Rp.497.7J8. 763.000 ,00 
Rp. 30.913.131.000,00 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Tersangka 

Jumlah Pendapatan 

Menetapkan 

An~gara~ Pendapetan dan Belanja baerah Kabupaten Rembanq Tahun 
Anggar~n 2008 terdlrt atas : , 
i. Per1t1~j,atan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

MEMUTUSKA~ : : 

PE~TuiUM auPAn TE~tANli "*"JAai~i~r A.Jbt;A*tA~ 
PENDAPAfAN DAN BELANjA DAE RAH KABO~itE~ iii M~iMt 
TAHUN ANCitiARAN 2008 

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan 
Lembalan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61); 

28.Peratµran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Anggaran Pendapatan dan ~lanja Daerah Kabupaten Rernbenq 
T~HUn. Anggaran 2d08. (Lembaran Daerah Kabupaten Rernbanq 
TaHun 2008 Nomor 1 ). 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4614); 



Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

~asal2 
i:iihgkasan Pehj~baran APBD Kabupaten Rembang sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 1 tercantum dalam tamplran I PeratUtan Bupati 
tnl, 

5 

0,0() ltp. 
Slsa leblK·jjembiayaan alhggifr~h 
tahun bt!tk~n~an 

It~. 2b.089.925.00b;Ob Jurnlah Pemblayaan Netto 

Rp. 20.144.92s.ooo,oo 
~p. ss.obo.000,00 

3. Pembiayaah: 
a, Penerlmaan 
b. ~engeluatan 

Rp. 37.229.637.000,00 
Rp. 76.243.344.000,00 
Rp.126.993.045.000,00 

Rp. 240.466.026.000,00 

Rp. 596.094.166.000,00 

(Rp. 20.089.925.000,00) 

Jumlah Selanja 

Surplus/(Defisit) 

b. Belanja Langsung 
1) BeJanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 
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BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 2 

HAMZAH FATONI 

__ (J _ 

i . ~- 
I •. .. . . ' 
l . .. "'"'""' _ _, .. 1-/· 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 
.. ' .I " f- -·- ~ 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 23 Pebruari 2008 

H. MOCH. SAUM 

_n~M1BANG, 
~ 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 23 Pebruari 2008 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Rembang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008. 

Pasal6 

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

PasalS 
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KASUPATEN REMBANG 
RINGKASAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2008 

LAMPIRAN I : Peraturan Bupatl Rembang 
Nomor : 02 Tahun 2008 
Tanggal : 23 Pebruari 2008 

(dalam rupiah) 

NomorUrut Uralan JUMLAH 

1 2 3 

1. PENDAPATAN DAERAH 576.004.241.000,00 

1. 1 Pendapatan Asll Oaerah 47.342.347 .000,00 
1. 1. 1 Hasil Pajak Daerah 6.115.000.000.00 

1. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 29. 710. 714.000,00 

1. 1. 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.161.040.000,00 

1. 1. 4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.355.593.000,00 

1. 2 Dana Perimbangan 497. 738. 763.000,00 
1. 2. 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 48.257.063.000,00 

1. 2. 2 Dana Alokasi Umum 398.410.700.000,00 
1. 2. 3 Dana Alokasi Khusus 51.071.000.000,00 

1. 3 Lain - lain Pendapatan Oaerah yang Sah 30.923.131.000,00 
1. 3. 1 Hi bah 0,00 

1. 3. 2 Dana Darurat 0,00 
1. 3. 3 Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari 

Provinsi dan Pemertntah Lainnya 17.410.362.000,00 
1. 3. 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00 
1. 3. 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Oaerah Lainnya 13.512.769.000,00 

Jumlah Pendapatan 576.004.241.000,00 

2. BELANJA DAERAH 596.094.166.000,00 

2. 1 Belanja Tidak Langsung 355.628.140.000,00 
2. 1. 1 Belanja Pegawai 291.685.529.000,00 
2. 1. 2 Belanja Bunga 65.000.000,00 
2. 1. 3 Belanja Subsidi 0,00 
2. 1. 4 Belanja Hibah 127.180.000,00 
2. 1. 5 Belanja Bantuan Sosial 37.895.331.000,00 
2. 1. 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 0,00 
2. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa 21.855.100.000,00 
2. 1. 8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 
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NomorUrut Uraian JUMLAH 

2. 2 Belanja Langaung 2-40.486.026.000,00 

2. 2. 1 Belanja Pegawai 37.229.637 .000,00 

2. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 76.243.344.000,00 

2. 2. 3 Belanja Modal 126.993.045.000,00 

Jumlah Belanja ~98.094. 188.000,00 

Surplus I (Deflsit) (20.089.925.000,00) 

3. PEMBIAYAAN DAERAH 20.089.925.000,00 

3. 1 Penerimaan Pembiayaan 20.144.925.000,00 
3. 1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

(SiLPA) 2.878.925.000,00 

3. 1. 2 Pencairan Dana Gadangan 0,00 

3. 1. 3 Hasn Penjualan Kek.ayaan Daerah yang Dlpisahkan 0,00 

3. 1. 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 17.266.000.000,00 
3. 1. 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 

3. 1. 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 

3. 1. 7 Pencairan Deposito 0,00 

Jumlah Penerlmaan Pemblayaan 20. 144.925.000,00 

3. 2 Pengeluaran PembJayaan 56.000.000,00 
3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 
3. 2. 2 Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Oaerah 0,00 
3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang 55.000.000,00 
3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 

Jumlah PengeJuaran Pemblayaan 55.000.000,00 

Pembiayaan Netto 20.089.925.000,00 

3. 3 Slsa Leblh Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00 

EY?-NG 


